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ABSTRAK  

 

Anna Zahara (2025):  Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan di Pelabuhan 

Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten 

Pasaman Barat Perspektif Fiqih Muamalah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam sistem 

buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis, dengan sistem pengupahan buruh 

becak ikan dilakukan sebulan sekali, upahnya dibayarkan berdasarkan berapa 

banyak keranjang ikan yang dibawa dari Pelabuhan ke tempat penampungan ikan 

selama sebulan. Tetapi pemilik kapal sering kali membayar upah kepada buruh 

secara telat dan dicicil dengan alasan uang hasil ikan yang didapat tidak 

mencukupi untuk membayar upah para buruh. Pemilik kapal mencicil upah buruh 

sebnayak 3-4 kali dalam batas waktu 2-3 minggu.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana sistem 

pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai 

Beremas Kabupaten Pasaman Barat? 2) bagaimana sistem pengupahan buruh 

becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten 

Pasaman Barat perspektif Fiqih Muamalah? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di pelabuhan Air 

Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan untuk 

mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air 

Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditinjau menurut 

perspektif Fiqih Muamalah.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di Pelabuhan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten 

Pasaman Barat. Populasi penelitian terdiri dari 9 orang, yaitu 6 buruh becak ikan 

dan 3 pemilik kapal. Karena jumlah populasi kecil, peneliti tidak mengambil 

sampel, sehingga seluruh populasi diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi 

data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta 

data sekunder yang berasal dari kitab-kitab dan buku-buku hukum yang relevan 

dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

sedangkan penulisan laporan penelitian menggunakan penulisan deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sistem pengupahan 

buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten 

Pasaman Barat  dilakukan sekali sebulan tetapi upah dibayrarkan secara telat dan 

dicicil kepada buruh dengan alasan uang hasil tangkapan ikan tidak mencukupi 

untuk membyar uah para buru , sedangkan pe.rspe.ktif Fiqih Muamalah tiga 

pemilik kapal memiliki kesepakatan yang jelas dengan buruh terkait waktu 

pembayaran dan alasan yang syar‟i, sehingga praktik tersebut diperbolehkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan imbalan atas hasil 

usahanya, karena itulah tujuan utama seseorang bekerja. Kebutuhan hidup 

mendorong setiap individu untuk bekerja atau berusaha demi memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang berusaha 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya dalam kehidupan. 

Di sisi lain, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung 

kelancaran operasionalnya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal tetapi 

ingin meningkatkan taraf hidup, bekerja menjadi salah satu solusi. Sebagai 

konsekuensinya, terjadi hubungan antara pengusaha dan pekerja (buruh) yang 

dalam istilah fiqih disebut akad ijarah al-amal.
1
  

Ijarah adalah salah satu bentuk muamalah yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, perhatian terhadap kebutuhan manusia 

sangat besar. Islam tidak membatasi jenis pekerjaan tertentu yang harus 

ditekuni oleh umatnya, tetapi yang utama adalah pekerjaan tersebut sesuai 

dengan ajaran Islam, menghasilkan rezeki yang halal, dan memberika manfaat. 

Pengusaha muslim wajib mengikuti ketentuan syariat Islam tentang karyawan 

dan wajib mematuhi hal-hal berikut: mengadakan perjanjian kerja, membatasi 

ruang lingkup pekerjaan, menentukan struktur pekerjaan, upah, bonus, insentif, 
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 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228 
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dan saat penerimaan karyawan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam hal ini: pembatasan lain terhadap hak Anda. Mereka tidak akan 

memperlakukan pekerja dengan buruk atau melanggar hak-hak mereka, seperti 

memaksa mereka berhenti dari pekerjaannya..
2
 

Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri merupakan pekerjaan 

yang dicintai dalam Islam, dan sebaik-baiknya pekerja adalah orang yang 

kuat, jujur, dan dapat dipercaya. Disamping itu masalah keterlambatan dalam 

pembayaran upah sudah diatur dalam Hadis yang berbunyi: 

ُعَرَقوُُُأُُ  فَّ  عْطوُاُالَأجِيَرُأَجْرَهُُقَ بْلَُأَنُْيََِ
“Berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. 

Ibnu Majah dan Ibn Umar)
3 

Pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan 

kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta 

mendirikan dan menjadikan anggota serikat pekerja/serikat buruh.  

Dalam ruang lingkup pelabuhan penting mengetahui dan memahami 

pekerjaan buruh mengingat dalam pelaksanaanya  di lapangan merekalah 

tulang punggung dari kelancaraan aktivitas pengangkutan ikan dari pelabuhan  

lain dengan imbalan upah atau kompensasi.
4
 Upah adalah uang atau hal lain 

yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran atas 

tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan sesuatu.  

                                                           

2
 Faisal Badroen, Et al., Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet Ke-2, 

h.165 

3
 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), h. 124  

4
 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 227 
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Pelabuhan Perairan  Bangis merupakan salah satu dari  pelabuhan laut 

yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan pengangkut ikan yang 

terletak  di Kecamatan Sungai Beremas. Fungsi pelabuhan ini sangat penting 

bagi nelayan untuk memperlancar pengangkutan ikan. Semua itu tidak lepas 

dari kontribusi para tukang becak ikan yang mengangkut ikan dari pelabuhan 

hingga ke tempat budidaya dan menjadi jantung dalam memperlancar 

pengangkutan ikan. 

Masalah upah merupakan masalah yang sangat penting dan 

berimplikasi luas apabila pekerja tidak menerima upahnya tepat waktu, 

sekalipun upah yang dibayarkan tidak sepadan dengan hasil pekerjaannya. 

Karena bagi pengusaha, upah merupakan  salah satu faktor utama dalam 

ketenagakerjaan. Menghitung biaya produksi. Upah yang diterima pekerja 

sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dan pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Karena pembayaran upah  yang tepat waktu meningkatkan standar 

hidup umat manusia. 

Permasalah umum diatas juga dialami oleh para buruh becak ikan di 

Pelabuhan Air Bangis, dengan sistem pengupahan buruh becak ikan dilakukan 

sebulan sekali, upahnya dibayarkan berdasarkan berapa banyak keranjang ikan 

yang dibawa dari Pelabuhan ke tempat penampungan ikan selama sebulan. 

Tetapi pemilik kapal sering kali membayar upah kepada buruh secara telat dan 

dicicil dengan alasan uang hasil ikan yang didapat tidak mencukupi untuk 

membayar upah para buruh. Pemilik kapal mencicil upah buruh sebnayak 3-4 

kali dalam batas waktu 2-3 minggu.
5
 

                                                           

5
 Taspir, Buruh Becak Ikan Pelabuhan Air Bangis, Wawancara, 11April  2024 
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Seharusnya pembayaran upah dilakukan setelah para buruh 

menyelesaikan pekerjaan nya, tidak ada pembayaran upah yang telat dan 

dicicil, tetapi kenyataannya  dalam  hal penerimaan upah di pelabuhan ini 

tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan para buruh, para buruh sering 

mendapatkan upah yang tidak pas.
6
 

Berdasarkan penjelasan data diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang diberi judul “Sistem Pengupahan Buruh Becak 

Ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten 

Pasaman Barat Perspektif Fiqih Muamalah ” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi 

tahun pada penelitian ini yaitu pada tahun 2024 dan  permasalahannya pada 

sistem pengupahan bagi buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis, 

Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis 

Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat? 

2. Bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis 

Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat perspektif Fiqih 

Muamalah? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang  masalah di atas,  

maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal 

ini antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan 

Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat 

b. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan 

Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat 

perspektif Fiqih Muamalah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat 

mengenai sistem pengupahan buruh becak ikan, khusus nya 

masyarakat yang ada di daerah Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas 

Kabupaten Pasaman Barat. 

b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan 

Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama 

masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk 

mengadakan penelitian yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian  Ijarah 

Dalam bahasa Arab upah disebut dengan al-ijarah, yang be.rasal 

dari kata al-ajru yang arti me.nurut bahasanya ialah al- iwadh yang arti 

dalam bahasa Indone.sianya ialah ganti dan upah.
7
 Dalam Kamus Be.sar 

Bahasa Indone.sia upah adalah uang dan se.bagainya yang dibayarkan 

se.bagai pe.mbalas jasa atau se.bagai pe.mbayar te.naga yang sudah 

dike.luarkan untuk me.nge .rjakan se.suatu.
8
 

Se.bagaimana dije.laskan diatas, didalam Islam istilah se.wa atau 

upah dike.nal de.ngan istilah ijarah. Me.nurut Idris Ahmad bahwa upah 

artinya me.ngambil manfaat te.naga orang lain de.ngan jalan me.mbe.ri ganti 

me.nurut syarat-syarat te.rte.ntu.
9
 

Se.cara te.rminologi pe.rlu dike.mukakan be.be.rapa pe.ndapat para 

ulama antara lain: 

a. Me.nurut Ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah transaksi te.rhadap se.suatu 

manfaat yang dimaksud, te.rte.ntu, be.rsifat mubah dan bole.h 

dimanfaatkan de.ngan imbalan te.rte.ntu. 

 

                                                           

7
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114 

8
 Pusat Bahasa, Op.Cit., 947 

9
 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 115 
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b. Me.nurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pe.milikan 

suatu manfaat yang dipe.rbole.hkan dalam waktu te.rte.ntu de.ngan 

imbalan.
10

 

c. Me.nurut Ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk me.mbole.hkan 

pe.milikan manfaaat yang dike.tahui dan dise.ngaja dari suatu zat yang 

dise.wa de.ngan imbalan. 

Mayoritas ulama Fiqih be.rpe.ndapat bahwa ijarah adalah me.njual 

manfaat dan yang bole.h dise.wakan adalah manfaatnya, bukan obje.knya. 

Ole.h kare.na itu, me.re.ka me.larang me.nye.wakan pohon untuk buahnya, 

domba untuk susu, sumur untuk air, dan lain-lainnya kare.na ini bukan 

manfaat te.tapi obje.k. 

Me.nanggapi pe.ndapat diatas, Wahbah Az-Zuhaili me.ngutip 

pe.ndapat Ibnu Qayyim dalam I‟lam Al-Muyaqi‟in bahwa ke.maslahatan 

se.bagai asal ijarah yang dite.tapkan ole.h ulama  Fiqih adalah asal fasid 

(rusak) atau tidak ada landasan yang baik dari Al-Qur‟an, As-Sunah, Ijma, 

atau Qiyas adalah sah. Misalnya pohon yang be.rbuah, pohon itu masih ada 

dan dapat dinilai be.rmanfaat, se.bagaimana dipe.rbole.hkan dalam wakaf 

untuk me.ngambil manfaat se.suatu atau sama de.ngan barang pinjaman 

yang dimanfaatkan. 

Be.rdasarkan pe.nge.rtian-pe.nge.rtian te.rse.but dapat kita pahami 

bahwa ijarah adalah pe.rtukaran se.suatu de.ngan imbalan, dite.rje.mahkan 

ke.dalam bahasa Indone.sia be.rarti se.wa-me.nye .wa dan upah-me .ngupah, 
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me.nye .wa adalah “me.njual manfaat” se.dangkan upah adalah te.mpat 

me.njual te.naga atau ke.kuatan.
11

  

2. Dasar Hukum Ijarah 

Se.bagaimana banyak ulama be.rpe.ndapat bahwa ijarah dite.ntukan 

be.rdasarkan Al- Qur‟an dan Sunnah se.bagai be.rikut: 

a. Surah Al-Qashas (28): 26 

                              

       

“Salah se.orang dari ke.dua wanita itu be.rkata: “Ya bapakku   

ambillah ia se.bagai orang yang be.ke.rja (pada kita), kare.na 

se.sungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

be.ke.rja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipe.rcaya.”
12

 

b. Surah At-Thalaq (65): 6 

                                

                 

 “Jika me.re.ka me.nyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 

be.rikanlah ke .pada me .re.ka upahnya.”
13

 

c. Surah An-Nisa (4): 29 

                          
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                             

       

 “Hai orang-orang yang be.riman, janganlah kamu saling  me.makan 

harta se.samamu de.ngan jalan yang batil, ke.cuali de.ngan jalan 

pe.rniagaan yang be.rlaku de.ngan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu me.mbunuh dirimu; se.sungguhnya Allah 

adalah Maha Pe.nyayang ke.padamu.”
14

 

 

d. Hadist Riwayat Bukhari 

ثَ نَاُ ثَ نَاُابَُ وُْنُ عَيْمٍُحَدَّ عْتُُانََسًاُرَُحَدَّ  مِسْعَرٌُعَنُْعَمْروُبْنُِعَامِرقٍَالَُسََِ
ُصَلَّيُالَّلوُُعَلَيْوُِوَسَلَّمَُيََْتَجِمُُولََُْيَكُنُْيَظْلِمُُضِيَُالَّلوُُعَنْوُُ كَُانَُالنَّبُِّ ُيَ قُوْلُ

 (اَحَدًاُاَجْرَهُُ)رواهُالبخاري
“Te.lah me.nce.ritakan pada kami Abu Nu‟aim te.lah me.nce.ritakan 

ke.pada kami Mia‟ar dari Amru bin Amir be.rkata; Aku me.nde.ngar 

Anas radliallahu‟ anhu be.rkata; Nabi shallallahu „alaihi wasallam 

be.rbe.kam dan be.liau tidak pe.rnah me.nzhalimi upah se.orangpun. 

(HR. Bukhari) 

 

e. Hadist Riwayat Ibnu Majah 

ُعَبُْ ُبْنُ ُخَالِدُ ثَ نَا ُحَدَّ ُالْوَاسِطِيُّ ُبَ يَانٍ ُبْنِ ُالَْْمِيْدِ ُعَبْدُ ثَ نَا ُعَنُْحَدَّ ُاللَّوِ  دِ
ُسِيرُِْ ُابْنِ ُعَنْ ُيُ وْنُسَ ُانَّبِِّ ُانََّ ُمَالِكٍ ُبْنِ ُانََسِ ُعَنْ ُعَلَُيْنَ ُاللَّوُ ُسَلَّمَُيُْصَلَّي ُوَ وِ

أمَُاَجْرَهُُ ُ)رواهُابنُمجاه(ُاحْتَجَمَُوَاعَْطَيُالَْْجَّ
“Te.lah me.nce.ritakan ke.pada kami Abdul Hamid bin Bayan Al 

Wasithi be.rkata,te.lah me.nce.ritakan ke.pada kami khalid bin 

Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik be.rkata, 

“Nabi shallallahu „alaihi wasallam me.lakukan be.kam dan 

me.mbe.rikan upah ke.pada tukang be.kamnya”. (HR. Ibn. Majah).
15
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15
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f. Hadist Riwayat Ahmad dan Abu dawud) 

ُمُ ُص ُالَّلوُ ُرَسُوْلُ ُفَ نَ هَي ُالزَّرعِْ ُمِنَ وَافِ ُالسَّ ُعَلَي ُبِاَ ُالَْْرْضَ ُنُكْريِْ كُنَّأ
 ُذلِكَُوَامََرَناَُبِذَىَبٍُاوَْوَرَقٍُ)رواهُاحمد(

“Dahulu kami me.nye.wa tanah de.ngan jalan me.mbayar dari 

tanaman yang tumbuh. Lalu rasulullah me.larang kami cara itu dan 

me.me.rintahkan kami agar me.mbayarnya de.ngan uang mas atau 

pe.rak. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
16

 

3. Rukun dan  Syarat Ijarah 

a. Rukun Ijarah 

Rukun adalah unsur-unsur yang me.mbe.ntuk se.suatu itu 

te.rwujud kare.na adanya unsur-unsur te.rse.but yang me.mbe.ntuknya. 

Dalam konse.p Islam yang me.mbe.ntuk unsur itu adalah dise.but rukun. 

Adapun me.nurut Jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4 

(e.mpat), yaitu: 

1) Sighat al-'aqad (ijab dan qabul) 

Shighat adalah Ijab dan Kabul antara Mu'jir dan Musta'jir, 

ijab kabul se.wa-me.nye .wa dan upah-me.ngupah. Misalnya 

“Kuse.rahkan ke.bun ini ke.padamu untuk dicangkuli de.ngan upah 

se.tiap hari Rp.5000”, ke.mudian Mu‟jir me.njawab “Aku akan 

ke.rjakan pe.ke.rjaan itu se.suai de.ngan apa yang e .ngkau ucapkan”. 

2) Al-'aqidayn (ke.dua orang yang be.rtransaksi) 

Mu‟jir dan Musta‟jir yaitu orang yang me.lakukan akad 
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se.wa-me.nye .wa atau upah-me.ngupah. Mu‟jir adalah orang yang 

me.ne.rima upah dan yang me.nye.wakan te.naganya, se.dangkan 

musta‟jir adalah orang yang me.mbe.ri upah (majikan) dan yang 

me.nye .wa se.suatu (pe.ke.rjaatau buruh). 

3) Al-ujrah (upah/se.wa) 

Yaitu upah yang dibe.rikan ole.h musta‟ jir ke.pada mu‟jir 

atas jasa yang te.lah dibe.rikan atau diambil manfaatnya. Dan 

diwajibkan ke.dua be.lah pihak me.nge.tahui be.sarnya, baik dari se.gi 

se.wa-me.nye .wa maupun upah-me.ngupah. 

4) Al-manafi (manfaat se.wa)
17

 

Barang yang dise.wakan atau se.suatu yang dike.rjakan dalam 

upah-me.ngupah, diwajibkan atas barang yang dise.wakan de.ngan 

ke.te.ntuan se.bagai be.rikut:  

a) He.ndaklah barang-barang yang me.njadi obje.k kontrak se.wa 

dan upah itu dapat dipe.rgunakan untuk ke.gunaannya.  

b) Barang-barang yang me.njadi obje.k se.wa dan upah dapat 

dise.rahkan ke.pada pe.nye.wa dan pe.ke.rja be.se.rta ke.gunaannya 

(khususnya dalam pe.rse.waan).  

c) Manfaat be.nda yang dise.wakan adalah hal-hal yang bole.h 

(bole.h) me.nurut syara', bukan hal-hal yang dilarang 

(diharamkan). 
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b. Syarat- Syarat Ijarah 

Se.bagai be .ntuk transaksi, ijarah dianggap sah harus me.me.nuhi 

rukun di atas, di samping rukun juga harus me.me.nuhi syarat-syaratnya. 

Adapun syarat-syarat dimaksud adalah: 

1) Ke.dua be.lah pihak yang be.rakad (pe.njual dan pe.mbe.li) harus 

me.nyatakan ke.re.laannya dalam me.lakukan transaksi ijarah. Bila di 

antara salah se.orang di antara ke.duanya de.ngan cara te.rpaksa 

dalam me.lakukan transaksi, maka akad ijarah se.macam ini tidak 

sah. 

2) Bagi ke.dua orang yang me.lakukan transaksi (akad), me.nurut ulama 

Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan te.lah baligh dan be.rakal. 

Ole.h se.bab itu, bagi orang yang be.lum baligh dan tidak be.rakal, 

se.pe.rti anak ke.cil dan orang gila transaksinya me.njadi tidak sah. 

Be.da de.ngan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa ke.dua orang 

yang be.rtransaksi itu tidak harus be.rusia baligh, namun anak yang 

mumayyiz (yang bisa me.mbe.dakan) bole.h me.lakukan transaksi 

ijarah de.ngan syarat adanya pe.rse.tujuan dari walinya. 

3) Ujrah, disyaratkan dike.tahui jumlahnya ole.h ke.dua be.lah pihak, 

baik dalam se.wa-me.nye.wa maupun dalam upah-me.ngupah. 

4) Barang yang dise.wakan atau se.suatu yang dike.rjakan dalam upah-

me.ngupah, disyaratkan pada barang yang dise.wakan de.ngan 

be.be.rapa syarat be.rikut ini. 

a) He.ndaklah barang yang me.njadi obje.k akad se.wa-me.nye .wa 

dan upah-me.ngupah dapat dimanfaatkan ke.gunaannya. 
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b) He.ndaklah be.nda yang me.njadi obje.k se.wa-me.nye .wa dan 

upah-me.ngupah dapat dise.rahkan ke.pada pe.nye.wa dan pe.ke.rja 

be.rikut ke.gunaannya (khusus dalam se.wa-me.nye.wa) 

c) Manfaat dari be.nda yang dise.wa adalah pe.rkara yang mubah 

(bole.h) me.nurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). 

d) Be.nda yang dise.wakan disyaratkan ke.kal 'ain (zat)-nya hingga 

waktu yang dite.ntukan me.nurut pe.rjanjian dalam akad.
18

 

4. Macam-Macam Ijarah 

Akad ijarah dilihat dari se.gi obje.knya me.nurut ulama fiqh dibagi 

me.njadi 2 (dua) macam, yaitu: 

a. Ijarah ‘ala al manafi, yaitu ijarah yang be.rsifat manfaat, pada ijarah 

ini be.nda atau barang yang dise.wakan harus me.miliki manfaat. 

Misalnya se.wa-me.nye.wa rumah tanah pe .rtanian, ke.ndaraan, pakaian, 

pe.rhiasan, lahan kosong yang dibangun pe.rtokoan dan se.bagainya. 

b. Ijarah yang be.rsifat pe.ke.rjaan, pada ijarah ini se.se.orang 

me.mpe.ke.rjakan untuk me.lakukan suatu pe.ke.rjaan, dan hukumnya 

bole.h apabila je.nis pe.ke .rjaannya je.las dan tidak me.ngandung unsur 

tipuan. Se.pe.rti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, 

dan se.bagainya. Ijarah se.pe.rti ini ada yang be.rsifat pribadi, se.pe.rti 

me.nggaji guru me.ngaji Al-Qur'an, pe.mbantu rumah tangga, dan ada 

yang be.rsifat ke.rja sama. Yaitu se.se.orang atau se.ke.lompok orang yang 
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me.njualkan jasanya untuk ke.pe.ntingan orang banyak, se.pe.rti buruh 

pabrik, tukang se.patu, dan tukang jahit.
19

 

Upah dalam Fiqh Muamalah dapat diklasifikasikan me.njadi dua 

je.nis, yaitu se.bagai be.rikut:  

a. Upah yang se.banding (ujrah al-mitsli) 

Upah yang se.padan de.ngan pe.ke.rjaannya dan se.padan de.ngan 

je.nis pe.ke.rjaannya, me.nurut be.sarnya nilai yang dinyatakan dan 

dise.pakati ole.h ke.dua be.lah pihak yaitu pe.mbe.ri ke.rja dan pe.ne.rima 

pe.ke.rjaan dalam pe.mbe.lian jasa. Ole .h kare.na itu untuk me.ne.ntukan 

tarif upah bagi ke.dua be.lah pihak yang me.lakukan transaksi pe.mbe.lian 

jasa, te.tapi be.lum me.ne.tapkan upah yang wajar se.suai de.ngan 

pe.ke.rjaan atau upah yang dalam ke.adaan normal dapat dite.rapkan dan 

se.padan de.ngan tingkat je.nis pe.ke.rjaan. 

Tujuan pe.ne.tapan be.saran upah yang se.padan adalah untuk 

me.lindungi ke.pe.ntingan ke.dua be.lah pihak, baik pe.njual maupun 

pe.mbe.li dan untuk me.nghindari adanya unsur e.ksploitasi, se.tiap 

pe.rse.lisihan yang te.rjadi dalam jual be.li jasa akan dise.le.saikan se.cara 

adil.  

b. Upah yang te.lah dise.butkan (ujrah al-musammah) 

Syarat ke.tika dise.butkan harus dise.rtai de.ngan ke.se.diaan untuk 

dite.rima ole.h ke.dua be.lah pihak yang me.lakukan transaksi de.ngan 

upah te.rse.but. De.ngan de.mikian, musta'jir tidak bole.h dipaksa untuk 
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me.mbayar le.bih dari apa yang te.lah dise.butkan, se.bagaimana mu'jir 

tidak bole.h dipaksa untuk me.ndapatkan kurang dari apa yang te.lah 

dise.butkan, te.tapi upah adalah upah yang harus se.suai de.ngan 

ke.te.ntuan syariah.
20

 

Jika upah dise.butkan dalam transaksi pe.ngupahan, maka upah 

pada saat itu adalah upah yang dise.butkan (ujrah musammah). Jika 

be.lum dise.butkan, maka upah te.rse.but dapat dike.nakan upah yang 

se.padan (ujrah mitsli).
21

 

5. Berakhirnya Akad Ijarah  

a. Me.nurut mazhab, akad be.rakhir bila salah satu pihak me.ninggal dunia, 

jika salah satu pihak me.ninggal dunia maka tidak dapat diwariskan 

ke.maslahatannya. Be.rbe.da de.ngan jumlah ulama, akad be.rakhir atau 

batal kare.na ke.maslahatannya dapat diwariskan.  

b. Iqalah, pe.mbatalan ole.h ke.dua be.lah pihak. 

c. Rusaknya barang yang dise.wakan. 

d. Habis masa waktu yang te.lah dise.pakati.
22

 

6. Sistem Penetapan Upah 

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro e.konomi se.pe.rtinya 

kurang be.rpe.ran dalam soal pe.ne.tapan upah. Kurangnya mobillitas te.naga 

ke.rja, antara pe.rusahaan satu de.ngan pe.rusahaan lainnya, ataupun 
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16 

 

pe.rbe.daan je.nis pe.ke.rjaan yang satu ke. je .nis lainnya. Hal ini be.rarti, jika 

upah ditawarkan le.bih tinggi se.bagai akibat ke.kurangan te.naga ke.rja, 

maka tidak akan te.rjadi pe.rpindahan ke.rja untuk me.ngisi ke.kurangan 

te.rse.but.  

Upah kurang be.rfungsi se.bagai isyarat pasaran e .fe.ktif, ke.cuali dalam 

hal adanya pe.rbe.daan upah yang sangat be.sar, baik untuk te.naga ahli 

maupun yang tidak ahli bahkan pe.rbe.daan upah dapat me.nye.babkan 

migrasi inte.rnasional. Maka se.cara umum faktor-faktor pe.nawaran dan 

pe.rmintaan se.pe.rtinya tidak be.rpe.ran pe.nting, dan masih be.lum je.las 

apakah faktor-faktor itu akan be.rpe.ngaruh be.sar dari se.gi pe.nawaran 

walaupun dapat me.mpe.ngaruhi sisi pe.rmintaannya. Siste.m pe.ne.tapan upah 

dalam Islam diantaranya yaitu:
23

 

a. Siste.m upah me.nurut waktu. 

Siste.m ini dite.ntukan be.rdasarkan waktu ke.rja, yaitu upah pe.r 

jam, pe.r hari, pe.r minggu, atau pe.rbulan. De.ngan siste.m ini, urusan 

pe.mbayaran gaji le.bih mudah. Namun ke.le.mahan siste.m pe.ngupahan 

disini tidak ada pe.rbe.daan karyawan yang be.rpre.stasi atau tidak, 

se.hingga e.fe.k ne.gatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan 

be.ke.rja le .bih baik tidak ada. 

b. Siste.m upah me.nurut hasil. 

Siste.m pe.ngupahan me.nurut hasil dite.ntukan me.nurut jumlah 

hasil (produksi) atau pe.ncapaian targe.t yang dipe.role .h dari 
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masingmasing karyawan. Karyawan yang rajin akan me.ndapat upah 

le.bih tinggi, dan de.mikian se.baliknya. Ke.le.mahan dari siste.m ini, 

apabila tidak ada kontrol de.ngan ke.tat atas hasil produksi maka akan 

dihasilkan mutu yang re.ndah. Untuk itu, se.bagai solusinya pe.rlu dibuat 

standar mutu me.ne.tapkan be.sarnya upah. 

c. Siste.m upah me.nurut borongan. 

Siste.m upah borongan muncul dise.babkan kare.na pe.rusahaan 

tidak pe.rlu me.nanggung re.siko yang be.rkaitan de.ngan karyawan. 

Pe.rusahaan juga tidak pe.rlu me.nye.le.ksi dan me.ncari pe.ke.rja yang 

dibutuhkan. Untuk me.ngatasi hal te.rse.but, pada umumnya upah siste.m 

borongan le.bih mahal dibandingkan de.ngan upah harian. Be.sarnya 

upah yang dite.rima dalam siste.m borongan ini dite.ntukan ole.h jumlah 

barang yang dihasilkan ole.h se.orang karyawan atau se.ke.lompok 

karyawan. Guna me.njaga mutu hasil pe.ke.rjaan, ke.te.ntuan dari barang 

yang dihasilkan pe.rlu dite.ntukan te.rle.bih dahulu dan dise.pakati 

be.rsama, te.rmasuk kondisi dan pe.rsyaratan ke.rja, pe.rle.ngkapan yang 

digunakan dan cara be.ke.rja 

d. Siste.m upah me.nurut pre.mi. 

Upah pre.mi dike.nal de.ngan upah tambahan/bonus,yaitu upah 

yang dibe.rikan ke.pada karyawan yang be .ke.rja de.ngan baik atau 

me.nghasilkan le.bih banyak dalam satuan waktu sama. Siste.m ini 

me.micu karyawan untuk be.ke.rja le .bih optimal dan e.fe.sie.n.
24
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7. Sistem Pemberian Upah 

a. Je.nis pe.ke.rjaan 

Pe.ke.rjaan adalah ke.giatan yang harus dilakukan orang untuk 

me.me.nuhi ke.butuhan hidup se.tiap hari yang harus dipe.nuhi. Je.nis 

pe.ke.rjaan ada dua macam pe.rtama pe.ke.rjaan yang me.nghasilkan 

barang dan pe.ke.rjaan yang me.nghasilkan jasa. Pe.ke.rjaan yang 

me.nghasilkan barang dise.but produksi atau pe.ke.rjaan yang 

me.nghasilkan barang untuk me.me.nuhi ke.butuhan hidup.Pe.ke.rjaan 

yang me.nghasilkan jasa adalah pe.ke.rjaan yang me.nghasilkan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat atau me.nawarkan jasa se.pe.rti ke.se.hatan, 

pe.ndidikan, dan lain-lain. 

b. Waktu pe.mbe.rian upah  

Upah Islami adalah upah yang se.suai syariat Islam, atau upah 

yang dilakukan be.rdasarkan e.tika-e.tika Islam, se.pe.rti: be.ntuk 

pe.ke.rjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya se.orang 

pe.ke.rja tidak bole.h me.ne.rima pe.ke.rjaan yang je.las dilarang Islam. 

Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya ke.re.laan ke.dua be.lah 

pihak yang be.rakad, manfaat yang me.njadi akad harus dike.tahui se.cara 

se.mpurna se.hingga tidak muncul masalah dike.mudian hari, obje.k akad 

itu se.suatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus je.las. (misal: 

waktu pe.mbayaran, be .sar upah).
25
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Rasulullah SAW me.nganjurkan majikan untuk me.mbayarkan 

upah para pe.ke.rja se.te.lah me.re.ka se.le.sai me.lakukan pe.ke.rjaannya. 

Rasulullah SAW be.rsabda: 

ُعَرَقوُُُأُُ فَّ  عْطوُاُالَأجِيَرُأَجْرَهُُقَ بْلَُأَنُْيََِ
“Be .rikanlah upah pada pe.ke.rja se.be.lum ke.ringatnya ke.ring.” 

(HR. Ibnu Majah dan Ibn Umar)
26

 

Ke.te.ntuan te.rse.but untuk me.nghilangkan ke.khawatiran pe.ke.rja 

atau buruh bahwa upah me.re.ka tidak akan dibayarkan ole.h pe.ngusaha 

Atau majikan, atau akan me.ngalami ke.te.rlambatan tanpa adanya alasan 

yang dibe.narkan.  

Dalam kandungan dari hadist te.rse.but sangatlah je.las dalam 

me.mbe.rikan gambaran bahwa jika me.mpe.ke.rjaan se.orang pe.ke.rja 

he.ndaklah dije.laskan te.rle.bih dahulu upah yang akan dite.rimanya dan 

me.mbayarkan upahnya se.be.lum ke.ringat pe.ke.rja ke.ring. Se.hingga 

ke.dua be.lah pihak sama-sama me.nge.rti atau tidak me.rasa akan 

dirugikan.
27

 

c.   Pe.laksanaan pe.ke.rjaan 

Pe.ke.rjaan me.rupakan suatu ke.giatan yang wajib dilakukan ole.h 

se.tiap orang de.mi ke.langsunan hidupnya atau untuk me.me.nuhi 

be.rbagai macam ke.butuhan hidupnya. Se.tiap orang me.lakukan 

pe.ke.rjaan salah satunya untuk me.me.nuhi ke.butuhan pokoknya, 

ke.butuhan te.rse.but misalnya se.pe.rti makan, minum, pakaian, 
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pe.ndidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud de.ngan pe.ke.rjaan adalah 

aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk me.me.nuhi ke.butuhan 

hidupnya. 

Dalam pe.laksanaan pe.ke.rjaan antara pe.ngusaha dan pe.ke.rja 

dilarang be.rbuat saling me.rugikan. Se.orang pe.ke.rja harus 

me.nye .le.saikan pe.ke.rjaannya se.te.lah pe.ngusaha me.mbe.rikan upah 

ke.padanya. Se.baliknya pe.ngusaha harus me.mbe.rikan upah apabila 

pe.ke.rja te .lah me.nye.le.saikan pe.ke.rjaannya. 

d. Standar upah 

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan ole.h para 

pe.ngusaha untuk me.mbe.rikan untuk me.mbe.rikan upah ke.pada pe.ke.rja 

di dalam lingkungan usaha atau ke.rjanya. Standar upah harus se.suai 

de.ngan prinsip ke.adilan dan ke.layakan. Dalam me.mbe.rikan upah 

ke.pada pe.ke.rja, pe.ngusaha dianjurkan untuk me.mbe.rikan upah pe.ke.rja 

yang se.layaknya ia te.rima se.suai de.ngan pe.rjanjian. 

Dalam pe.rjanjian (te.ntang upah) ke.dua be.lah pihak 

dipe.ringatkan untuk be.rsikap jujur dan adil , se.hingga tidak te.jadi 

tindakan aniaya te.rhadap orang lain se.rta tidak me.rugikan ke.pe.ntingan 

se.ndiri. Jika para pe.ke.rja tidak me.ne.rima upah se.cara adil dan pantas, 

maka dampaknya akan me.mpe.ngaruhi standar pe.nghidupan pe.ke.rja 

se.rta ke.luarganya 

8. Prinsip Pemberian Upah 

a. Ke.adilan 

Adil dalam pe.ngupahan yaitu tidak te .rjadi tindakan aniaya 

te.rhadap orang lain juga tidak me.rugikan ke.pe.ntingannya se.ndiri, 
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majikan me.mbayar para pe.ke.rja de.ngan bagian yang se.harusnya 

me.re.ka te.rima se.suai de .ngan pe.ke.rjaannya. Dalam pe.rjanjian (te.ntang 

upah) ke.dua be.lah pihak dipe.ringatkan untuk be.rsikap jujur dan adil , 

se.hingga tidak te.jadi tindakan aniaya te.rhadap orang lain se.rta tidak 

me.rugikan ke.pe.ntingan se.ndiri. 

 Karyawan atau buruh akan me.ne.rima upah adalah untuk 

me.me.nuhi ke.butuhan hidupnya se.hari-hari atau de.ngan kata lain untuk 

ke.butuhan e.konominya. Jika para pe.ke.rja tidak me.ne.rima upah se.cara 

adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan me.mpe.ngaruhi 

daya be.li yang akhirnya juga akan me.mpe.ngaruhi standar pe.nghidupan 

pe.ke.rja se.rta ke.luarganya.  

 Disamping itu, ke.tidakadilan te.rhadap golongan pe.ke.rja akan 

me.nye .babkan rasa tidak se.nang dan ke.kacauan dikalangan me.re .ka dan 

bisa me.nimbulkan aksi te.rhadap industri dalam be.ntuk aksi pe.mogokan 

ke.rja.
28

 Adil dapat digolongkan me.njadi e.mpat yaitu: 

1) Ke.adilan e.kste.rnal 

Ke.adilan te.rse.but me.ngacu pada bagaimana rata-rata gaji 

suatu pe.ke.rjaan dalam satu pe.rusahaan dibandingkan de.ngan rata-

rata gaji di pe.rusahaan lain. 

2) Ke.adilan inte.rnal 

Ke.adilan inte.rnal adalah se.be.rapa adil tingkat pe.mbayaran 

gaji, bila dibandingkan de.ngan pe.ke.rjaan lain dalam pe.rusahaan 

yang sama. 
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3) Ke.adilan pe.rorangan  

Ke.adilan pe.rorangan adalah ke.adilan pe.mbayaran 

pe.rorangan dibandingkan de.ngan pe.nghasilan re.kan ke.rjanya 

de.ngan pe.ke.rjaan yang sama dalam pe.rusahaan, be.rdasarkan 

kine.rja pe.rorangan. 

4) Ke.adilan proce.dural 

Ke.adilan proce.dural adalah ke.adilan dalam prose.s dan 

prose.dur yang digunakan untuk me.ngambil ke .putusan be.rke.naan 

de.ngan alokasi gaji.
29

 

Ke.adilan di dalam Islam dikate.gorikan me.njadi dua yaitu: 

1) Adil be.rmakna transparan 

Artinya, se.be.lum pe.ke.rja dipe.ke.rjakan harus dije.laskan 

dulu bagaimana upah yang akan dite.rimanya. Hal te.rse.but me.liputi 

be.sarnya upah dan tata cara pe .mbayarannya. 

2)  Adil be.rmakna proporsional 

Adil be.rmakna proporsional artinya, pe.ke.rjaan se.se.orang 

harus dibalas me.nurut be.rat pe.ke.rjaan te.rse.but. 

Be.rdasarkan prinsip ke.adilan, upah dalam masyarakat Islam 

akan dite.tapkan me .lalui ne.gosiasi antara pe.ke.rja, majikan dan ne.gara. 

Dalam pe.ngambilan ke .putusan te.ntang upah maka ke.pe.ntingan pe.ncari 

nafkah dan majikan akan dipe.rtimbangkan se.cara adil. Upah akan 

me.ngalami pe.rbe.daan de.ngan adanya pe.rbe.daan nilai jasanya, bukan 
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pe.rbe.daan je.rih payah atau te.naga yang dicurahkan. Se.me.ntara itu, 

je.rih payah (te.naga) te.rse.but se.cara mutlak tidak pe.rnah dinilai  dalam 

me.ne.ntukan be.sarnya upah. 

Me.skipun be.nar bahwa jasa dalam suatu pe.ke.rjaan adalah 

kare.na hasil je.rih payah (te.naga), namun yang dipe.rhatikan adalah jasa 

(manfaat) yang dibe.rikan dan bukan se.ke.dar  te.naganya, me.skipun 

te.naga te.rse.but dipe.rlukan. Ole.h kare.na itu, dalam transaksi ijarah 

harus dipe.rhatikan te.naga yang dicurahkan ole .h para pe.ke.rja se.hingga 

para pe.ke.rja te.rse.but tidak me.rasa dibe.bani de.ngan pe.ke.rjaan yang 

be.rada di luar kapasitasnya.Jadi, dalam pandangan e.konomi Islam 

pe.ngusaha harus me.mbayar upah para pe.ke.rja de.ngan bagian yang 

se.suai de.nganpe.ke.rjaannya.  

Dalam pe.rjanjian (te.ntang upah) antara majikan dan be.ke.rja 

harus be.rsikap jujur dan adil dalam se.tiap urusannya. Apabila majikan 

me.mbe.ri upah se.cara tidak adil, maka dia dianggap te.lah  me.nganiaya 

pe.ke.rjanya. Dalam me.mbe.rikan upah, pe.ngusaha atau majikan harus 

me.mpe.rtimbangkan upah pe.ke.rjanya se.cara te.pat tanpa harus 

me.nindas pihak manapun, baik dirinya se.ndiri maupun pihak pe.ke.rja
30

 

b. Ke.layakan 

Upah yang layak ditunjukkan de.ngan pe.mbuatan undang-

undang  upah minimum di se.bagian be.sar ne.gara Islam. Namun, 

te.rkadang upah minimum te.rse.but sangat re.ndah, hanya se.ke.dar 
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me.me.nuhi ke.butuhan pokok saja. Namun rupanya se.tiap pe.me.rintah 

ne.gara Islam me.rasa bahwa paling tidak me.re.ka harus me.ndukung 

gagasan upah minimum te.rse.but me.ngingat suasana moral yang 

be.rlaku. Agar dapat me.ne.tapkan suatu tingkatan upah yang cukup 

ne.gara pe.rlu me.ne.tapkan te.rle.bih dahulu tingkat upah minimumnya 

de.ngan me.mpe.rtimbangkan pe.rubahan ke.butuhan dari pe.ke.rja 

golongan bawah dan dalam ke.adaan apapun tingkat upah te.rse.but tidak 

akan jatuh. 

Untuk me.mpe.rtahankan suatu standar upah yang se.suai, Islam 

te.lah me.mbe.rikan ke.be.basan se.pe.nuhnya atas mobilisasi te.naga ke.rja. 

Disamping itu, me.mbe.ri ke.be.basan se.pe.nuhnya ke.pada pe.ke.rja untuk 

me.milih je.nis pe.ke.rjaan yang dike.he.ndakinya. De.mi ke.makmuran dan 

ke.majuan ne.gara, maka pe.rlu untuk me.nyusun ke.mbali siste.m upah 

se.suai de.ngan ajaran Rasulullah SAW untuk me.ne.ntukan upah 

minimum. Sudah me.njadi ke.wajiban majikan untuk me.ne.ntukan upah 

minimum yang dapat me.nutupi ke.butuhan pokok hidup te.rmasuk 

makanan, pakaian, te.mpat tinggal dan lainnya se.hingga pe.ke.rja akan 

me.mpe.role.h suatu tingkatan ke.hidupan yang layak. 

Upah yang se.sungguhnya akan be.rubah be.rdasarkan undang 

undang pe.rse .diaan dan pe.rmintaan ke.te.nagake.rjaan yang te .ntunya 

akan dipe.ngaruhi ole.h standar hidup se.hari-hari dari ke.lompok pe.ke.rja. 

Me.njadi ke.wajiban bagi se.tiap orang-orang yang be.riman be.rusaha 

untuk be.rpe.ran se.rta dalam me.mbantu me.ngadakan pe.rubahan 
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te.rhadap ke.be.radaan siste.m upah yang tidak Islami dan tidak adil se.rta 

me.nggantinya de.ngan suatu siste.m upah yang adil. Pe.ne.tapan upah 

karyawan dalam Islam didasarkan de.ngan prinsip ke.adilan dan upah 

yang layak. Adil be.rarti upah yang dibe.rikan ke.pada pe.ke.rja se.suai 

de.ngan te.naga yang dike.luarkan untuk me.nye .le.saikan pe.ke.rjaannya. 

Upah dibe.rikan se.cara layak be.rarti upah yang dite.rima pe.ke.rja 

cukup untuk me.me.nuhi ke.hidupan se.hari-hari. Me.nge.nai pe.mikiran 

upah layak, maka pe.me.rintah me.ne.tapkan upah minimum pe.ke.rja atau 

buruh. De.ngan adanya upah minimum maka pe.me.rintah dapat 

me.mpe.rtimbangkan upah se.suai de.ngan pe.rubahan ke.butuhan para 

buruh.
31

 

9. Pengertian Buruh 

UU No. 13 Tahun 2003 me.ne.tapkan bahwa pe.nggunaan istilah 

pe.ke.rja se.lalu dibare.ngi de.ngan istilah buruh yang me.nandakan bahwa 

dalam UU ini dua istilah te.rse.but me.miliki makna yang sama. Dalam Pasal 

1 Angka 3 dapat dilihat pe.nge.rtian dari pe.ke.rja/buruh yaitu: "se .tiap orang 

yang be.ke.rja de.ngan me.ne.rima upah atau imbalan dalam be.ntuk lain.” 

Dari pe.nge.rtian te.rse.but dapat dilihat be.be.rapa unsur yang me.le.kat 

dari istilah pe.ke.rja/buruh yaitu 

a. Se.tiap orang yang be.ke.rja (angkatan ke.rja maupun bukan angkatan 

ke.rja te.tapi harus be.ke.rja). 
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b. Me.ne.rima upah atau imbalan se.bagai balas jasa atas pe.laksanaan 

pe.ke.rjaan te.rse.but.
32

  

Pada dasarnya, buruh, pe.ke.rja te.naga ke.rja, maupun karyawan 

adalah sama. Namun dalam kultur Indone.sia, "Buruh" be.rkonotasi se.bagai 

pe.ke.rja re.ndahan, hina, kasaran, dan se.bagainya. Se.dangkan pe.ke.rja, 

te.naga ke.rja, dan karyawan adalah se.butan untuk buruh yang le.bih tinggi, 

dan dibe.rikan ce.nde.rung ke.pada buruh yang tidak me.makai otot te.tapi 

otak dalam me.lakukan ke.rja. Akan te.tapi, pada intinya se.be.narnya 

ke.e.mpat kata ini sama me.mpunyai arti satu yaitu pe.ke.rja. Hal ini te.rutama 

me.rujuk pada Undang-undang Ke.te.nagake.rjaan, yang be.rlaku umum 

untuk se.luruh pe.ke.rja maupun pe.ngusaha di Indone.sia. 

10. Bentuk-Bentuk Buruh 

Buruh me.rupakan orang yang be.ke .rja untuk orang lain yang 

me.mpunyai suatu usaha ke.mudian me.ndapatkan upah atau imbalan se.suai 

de.ngan ke.se.pakatan se.be.lumnya. Upah biasanya dibe.rikan se.cara harian 

maupun bulanan te.rgantung dari hasil ke.se.pakatan yang te.lah dise.tujui. 

Buruh te.rdiri dari be.rbagai macam yaitu: 

a. Buruh harian, buruh yang me.ne.rima upah be.rdasarkan hari masuk 

ke.rja 

b. Buruh Kasar, buruh yang me.nggunakan te.naga fisiknya kare.na tidak 

me.mpunyai ke.ahlian dibidang te.rte.ntu. 

 

                                                           

32
 Agusmindah, Dinamika Hukum Kentenagakerjaan Indonesia, (Medan: USU  Press 

2010), h. 6 



27 

 

c. Buruh musiman, buruh yang be.ke.rja hanya pada musim musim 

te.rte.ntu (misalnya buruh te.bang te.bu). 

d. Buruh pabrik, buruh yang be.ke.rja di pabrik. 

e. Buruh tambang, buruh yang be.ke.rja di pe.rtambangan. 

f. Buruh tani, buruh yang me.ne.rima upah de.ngan be.ke.rja dike.bun atau di 

sawah orang lain  

11. Pengertian Buruh Becak Ikan 

Buruh be.cak ikan adalah pe.ke.rjaan yang me.nggunakan se.pe.da 

motor se.bagai alat transportasi  untuk me.ngangkut ikan dari pe.labuhan ke. 

te.mpat pe.nampungan ikan. Untuk siste.m pe.ngupahan buruh nya ada yang 

harian dan ada yang bulanan. Biasanya buruh be.cak ikan dibe.ri upah ole.h 

yang me.mpunyai kapal atau dise.but de.ngan induak somang. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pe.ne.litian te.rdahulu be.rtujuan untuk me.ndapatkan bahan pe.rbandingan 

dan acuan. Se.lain itu, untuk me.nghindari anggapan ke.samaan de.ngan 

pe.ne.litian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini pe.ne.liti me.ncantumkan hasil-

hasil pe.ne.litian te.rdahulu se.bagai be.rikut: 

Pe.ne.litian Panji Maulana, de.ngan judul “Siste.m Bagi Hasil Pada 

Pe.ndapatan Buruh Di Gudang Bongkar Muat Ikan Idi Ace.h Timur Dalam 

Pe.rspe.ktif Akad Syirkah Abdan.” Dalam pe.ne.litian ini pe.nyusun me.nggunakan 

pe.ne.litian lapangan, pe.nyusun langsung turun ke.lapangan yang be.rlokasi di 

Pe.labuhan Pe.rikanan Ke.camatan Idi Re.ye .uk Kabupate.n Ace.h Timur. Yang 

dimulai dari me.wawancarai ke.pala gudang, karyawan dan buruh bongkar 
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muat ikan di Idi Ace.h Timur. Se.lain itu juga me.ngunakan me.tode. 

dokume.ntasi. Analisis data yang digunakan adalah me.tode. hukum sosiologis.
33

 

Be.rdasarkan pe.ne.litian te.rse.but dapat disimpulkan bahwa siste.m 

pe.ngupahan dibagi ratakan ke.pada se.mua buruh, pihak manaje.me.n 

me.ne.tapkan harga se.tiap satuan kotak yang dikumpulkan ole.h buruh. 

Ke.se.luruhan pe.ndapatan yang dipe.rolah akan dilakukan pe.mbagian de.ngan 

siste.m bagi hasil, ke.pala buruh akan me.mbagikan de.ngan cara 

me.nyamaratakan ke.pada se.mua buruh yang be.ke.rja. Biasanya pe.ndapatan 

yang dipe.role.h buruh se.kali me.lakukan bongkar muat ikan se.cara ke.se.luruhan 

Rp.13.150.000,  jika pada saat itu buruh yang be.ke.rja be.rkisar 40 orang, maka 

jumlah pe.ndapatan te .rse.but akan dilakukan pe.njumlahan (Rp.13.150.000 : 40 

= Rp.328.000), maka masing-masing buruh akan me.ndapatkan Rp.328.000 pe.r 

orang, tidak ada porsi pe.rbe.daan yang dite.rima buruh me.lainkan se.mua akan 

me.mpe.role.h jumlah yang sama.  

Pe.ne.litian Putri Nuraini, de.ngan judul “Siste.m Pe.ngupahan Buruh 

Bongkar Muat Di Pe.labuhan Wira Indah Pe.kanbaru Me.nurut  Pe.rspe.ktif 

E.konomi Islam.” Dalam pe.ne.litian ini pe.nyusun me.nggunakan pe.ne.litian 

lapangan (fie.ld re.se.arch) yaitu rise.t yang didasarkan pada data maupun 

iformasi yang be.rlokasi di pe.labuahan Wira Indah Pe.kanbaru, dimulai dari 

obse.rvasi atau pe.ngamatan langsung ke. pe.labuhan Wira Indah Pe.kanbaru dan 

me.lakukan wawancara ke.pada pe.milik pe.labuhan dan para buruh bongkar 

muat di Pe.labuhan Wira Indah Pe.kanbaru. Se.lain itu juga me.nggunakan 
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me.tode. angke.t dan dokume.ntasi. Analisa data yang dilakukan adalah me.tode. 

de.skriptif.
34

 

Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian yang te.lah dilakukaan dapat disimpulkan 

bahwa siste.m pe.ngupah buruh bongkar muat Pe.labuhan Wira Indah Pe.kanbaru 

adalah siste.m upah borongan pe.r kapal de.ngan me.nghitung banyakya barang 

yang dimuat pe.rkapal. Upah borongan pe.r kapal se.be.sar Rp. 12.000.000, 

dalam me.nghitung be.sar ke.cilnya upah yang dike.luarkan be.rdasarkan pada 

pe.rhitungan banyaknya baraang yang diborong pe.r kapal tanpa adanya 

standarisasi upah dite.rima ole.h buruh. Jangkauan pe.mbayaran upah 

dilaksanakan se.bulan se.kali ke.mudian dibagikan langsung ole.h be.ndahara 

pe.labuhan. 

Pe.ne.litian Me.gi Saputra, de.ngan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Te.ntang Pe.mbagian Upah Antar Ne.layan” (Studi Pada De.sa Pasar Lama 

Ke.camatan Kaur Se.latan Kabupate.n Kaur Provinsi Be.ngkulu). Dalam 

pe.ne.litian ini pe.nyusun me.nggunakan pe.ne.litian lapangan (fie.ld re.se.arch) 

yang be.rtujuan untuk me.mpe.lajari se.cara inte.nsif latar be.lakag ke.adaan 

se.karang, dan inte.raksi lingkungan suatu unit sosial te.ntunya be.rsifat apa 

adanya, individu, ke.lompok, atau le.mbaga masyrakat. Yang be.rlokasi di 

Pe.labuhan Pasar De.sa Lama, dimulai dari wawancara ke. pe.nge.mudi kapal dan 

ne.layan abk,  dan me.lakukan dokume.ntasi ke. Pe.labuhan Pasar De.sa Lama, 

me.tode. analisis data yang digunakan adalah me.tode. induktif. 
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Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian yang te.lah dilakukan dapat ditarik 

ke.simpulan bahwa siste.m pe.mbagian upahan dilakukan ole.h ne.layan yang 

me.me.gang pe.nuh ke.mudi dan hasil yang di pe.role.h tidak dibagi de.ngan siste.m 

yang sudah dise.pakati. Te.rkadang ne.layan atau abk yang tugasnya hanya 

me.ne.bar jarring itu se.dikit me.ne.rima upah dari pada ne.layan yang me.me.gang 

ke.mudi kapal.
35
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Je.nis pe.ne.litian ini adalah pe.ne.litian lapangan (fie.ld re.se.arch) yaitu 

pe.ne.litian yang langsung dilakukan dilapangan atau de.ngan re.sponde.n.
36

 

Pe.ne.litian ini be.rhubungan te.ntang siste.m pe.ngupahan buruh be.cak ikan di 

Pe.labuhan Air Bangis Ke.camatan Sungai Be.re.mas Kabupate.n Pasaman Barat.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang me.njadi lokasi pe.ne.litian ini adalah Pe.labuhan Air 

Bangis Ke.camatan Sungai Be.re.mas Kabupate.n Pasaman Barat. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subje.k pe.ne.litian adalah individu atau populasi yang bisa dijadikan 

informasi dan bisa dipe.role.h ke.te.rangan darinya untuk pe.ne.litian yang 

se.dang dilakukan. Maka subje.k pe.ne.litian ini adalah orang yang me.mbe.ri 

upah dan pe.ke.rja buruh be.cak ikan se.bagai yang me.ne.rima upah di 

Pe.labuhan Air Bangis Ke.camatan Sungai Be.re.mas Kabupate.n Pasaman 

Barat. 

2. Obje.k pe.ne.litian adalah pe.rmasalahan yang dibahas, dikaji, atau dite.liti. 

Untuk obje.k pe.ne.litian yang pe.nulis te.liti yaitu tinjauan Fiqih Muamalah 

te.rhadap siste.m pe.ngupahan buruh be.cak ikan di Pe.labuhan Air Bangis 

Ke.camatan Sungai Be.re.mas Kabupate.n Pasaman Barat.  
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D. Sumber Data  

1. Data Primer  

Data prime.r adalah data yang dipe.role.h langsung dari subje.k dan 

obje.k pe.ne.litian me.lalui wawancara, obse.rvasi, atau laporan dalam be.ntuk 

dokume.n.  

2. Data Sekunder  

Data se.kunde.r adalah sumbe.r yang didapat ole.h pe.ne.liti me.lalui 

me.dia pe.rantara se.pe.rti, jurnal, skripsi, dan lainnya yang be.rakaitan 

de.ngan pe.ne.litian ini. Yang akan dijadikan rujukan pe.ne.liti dalam 

pe.ne.litian de.ngan sumbe.r data se.kunde.r antara lain adalah, buku-buku, 

jurnal, skripsi, Al-Quran, dan Hadis. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi me.rupakan wilayah ge.ne.ralisasi yang te.rdiri dari obje.k 

atau subje.k yang me.miliki karakte.ristik te.rte.ntu yang dite.tapkan ole.h 

pe.ne.liti untuk dipe.lajari dan ke.mudian ditarik ke.simpulannya.
37

 

Adapun yang me.njadi populasi dalam pe.ne.litian ini adalah 9 orang 

yaitu 3 orang se.bagai pe.milik kapal, 6 orang se.bagai buruh be.cak ikan. 

2. Sampel    

Sampe.l adalah se.bagian jumlah dan karakte.ristik yang dimiliki 

ole.h populasi te.rse.but ataupun bagian ke.cil dari anggota populasi  yang 
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diambil me.nurut prose.dur te.rte.ntu se.hingga dapat me.wakili populasinya.
38

 

Kare.na jumlah populasi yang pe.nulis te.liti se.dikit maka pe.nulis 

me.ngambil sampe.l de.ngan  me.nggunakan te.knik total sampling yaitu 

se.mua populasi dijadikan sampe.l. Dan jumlah sampe.l yang diambil adalah 

9 orang yaitu 3 orang se.bagai pe.milik kapal yang terdiri dari 6 kapal, 6 

orang se.bagai buruh be.cak ikan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk me.mpe.role.h data yang akurat, re.lavan dan dapat dipe.rtanggung 

jawabkan maka dilakukan te.knik pe.ngumpulan data se.bagai be .rikut:  

1. Observasi  

Obse.rvasi adalah te.knik pe.ngumpulan data me.lalui prose.s 

pe.ngamatan. Pe.ngamatan difokuskan pada je.nis ke.giatan dan pe.ristiwa 

te.rte.ntu yang me.mbe.rikan informasi yang be.nar–be.nar be .rguna. Obse.rvasi 

dilakukan de.ngan cara me.ngamati ke.giatan yang me.njadi obje.k pe.ne.litian.  

2. Wawancara 

Wawancara yaitu me.tode. pe.ngumpulan data de.ngan me.ngajukan 

pe.rtanyaan langsung ke.pada re.sponde.n dicatat dan dire.kam.
39

 Wawancara 

digunakan se.bagai te.knik pe.ngumpulan data apabila pe.ne.liti ini 

me.lakukan studi pe.ndahuluan untuk me.ne.mukan pe.rmasalahan yang harus 

dite.liti. Dalam pe.ne.litian ini wawancara se.bagai salah satu te.knik 

me.ngumpulkan data atau informasi de.ngan cara be.rtatap muka langsung 
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de.ngan pe.mbe.ri upah dan buruh untuk me.ndapatkan gambaran le.ngkap 

te.ntang topik yang dite.liti, de.ngan me.tode. ini pe.ne.liti dapat me.mpe.role.h 

data yang le.bih te.rpe.rinci.  

3. Dokumentasi 

Dokume.ntasi yaitu me.tode. yang me.ndapatkan data de.ngan 

me.ne.laah pe.ninggalan te .rtulis te.rutama be.rupa arsip dan te.rmasuk buku-

buku te.ntang pe.ndapat, atau hukum-hukum yang be.rhubungan de.ngan 

pe.rmasalahan pe.ne.liti. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analis data me.rupakan prose.s me.ncari dan me.nyusun se.cara siste.matis 

data yang dipe.role.h dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokume.ntasi 

de.ngan cara me.ngorganisasikan data ke.dalam kate.gori, me.njabarkan ke.dal 

unit-unit, me.lakukan sinte.sa, me.nyusun ke.dalam pola, me.milih mana yang 

pe.nting dan yang akan dipe.lajari, dan me.mbuat ke.simpulan se.hingga mudah 

dipahami ole.h diri se.ndiri dan orang lain.  

Analis data yang dilakukan dalam pe.ne.litian ini me.nggunakan me.tode. 

de.skriptis kualitatif. Me.tode. de.skripsi kualitatif yaitu me.nguraikan dan 

me.nggambarkan fakta yang apa adanya se .suai de.ngan ke.nyataan se.rta 

pe.rmasalahan yang ada se.cara te.gas dan je.las te.ntang data yang be.rkaitan 

de.ngan siste.m pe.ngupahan buruh be.cak ikan. 
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H. Metode Penulisan 

1. De.skriptif yaitu catatan te.ntang apa yang se.sungguhnya se.dang diamati, 

yang be.nar- be.nar te.rjadi me.nurut apa yang dilihat, dide.ngar, dan diamati 

de.ngan alat indra pe.ne .liti.  

2. Me.tode. Induktif,  yaitu me.nge.mukakan kaidah-kaidah atau pe.ndapat-

pe.ndapat yang be.rsifat khusus ke.mudian di analisa dan diambil 

ke.simpulan sse.cara umum.   

3. De.duktif yaitu me.nge.mukakan data-data yang be.rsifat umum yang 

be.rkaitan masalah yang dite.liti, ke.mudian dianalisa dan ditarik ke.simpulan 

yang be.rsifat khusus.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk me.mpe.rmudah pe.mbahasan pe.nulis dan me.ndapatkan gambaran 

yang utuh dan te.rpadu me.nge.nai kajian ini, maka pe.nulis me.nyusun siste.ma 

tika pe.nulisan se.bagai be.rikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini me.mbahas me.nge.nai latar be.lakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan pe.ne.litian dan manfaat 

pe.ne.litian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini me.mbahas me.nge.nai pe.nge.rtian ijarah, dasar hukum 

ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, 

be.rakhirnya akad ijarah, pe.nge.rtian buruh, be .ntuk-be.ntuk buruh, 

pe.nge.rtian buruh be.cak 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini me.mbahas te.ntang me .tode. pe.ne.litian yang te.rdiri 

dari je.nis pe.ne.litian lokasi pe.ne.litian, subje.k dan obje.k pe.ne.litian, 

populasi dan sampe.l, sumbe.r data, te.knik pe.ngumpulan data, 

te.knik analisis data dan siste.matika pe.nulisan. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN 

 Hasil pe.ne.litian ini yang te.rdiri dari hukum syste.m pe.ngupahan 

buruh be.cak ikan di pe.labuhan air bangis ke.camatan sungai 

be.re.mas kabupate.n pasaman barat me.nurut pe.rspe.ktif fiqih 

muamalah,se.rta analisis dari pe.nulis. 

BAB V:  PENUTUP 

 Di bab te.rakhir ini me.muat ke.simpulan be.rupa rumusan singkat 

se.bagai jawab dari pe.rmasalahan yang te.rdapat dalam pe.nulisan 

dan juga saran yang be.rkaitan de.ngan pe.nulisan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian yang te.lah pe.nulis lakukan be.rhubungan 

de.ngan pe.rmasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik ke .sim pulan 

se.bagai be.rikut: 

1. Siste.m pe.ngupahan buruh be.cak ikan ini dilakukan se.kali se.bulan yang 

dibayarkan ole.h pe.milik kapal. Para buruh me.mbawa ikan 8-10 kali dalam 

se.bulan de.ngan harga pe.rke.ranjang Rp. 3.000 jika siang dan Rp. 5.000, 

jika malam. Te.tapi pe.milik kapal se.ring kali me.mbayar upah ke .pada buruh 

se.cara te.lat dan dicicil de.ngan alasan uang hasil ikan yang didapat tidak 

me.ncukupi untuk me.mbayar upah para buruh. Pe.milik kapal me.ncicil 

upah buruh se.banyak 3-4 kali dalam batas waktu 2-3 minggu. Para buruh 

me.rasa tidak adil de.ngan ke.putusan yang dibuat ole.h pe.milik kapal, 

me.re.ka me.nggap ini tidak adil,  me.re.ka te.lah me.nye .le.saikan se .mua 

pe.ke.rjaan te.tapi me.re.ka tidak me.ndapatkan upah yang se.harusnya. 

2. pe.rspe.ktif Fiqih Muamalah te.ntang siste.m pengupahan buruh becak ikan 

di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman 

Barat, tiga pemilik kapal memiliki kesepakatan yang jelas dengan buruh 

terkait waktu pembayaran dan alasan yang syar‟i, sehingga praktik 

tersebut diperbolehkan 
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B. Saran 

Se.te.lah pe.nulis me.lakukan pe.ne.litian te.rhadap siste.m pe.ngupahan 

buruh be.cak ikan di Pe.labuhan Air Bangis di Ke.camatan Sungai Be.re.mas 

Kabupate.n Pasaman Barat, adapaun saran te.rse.but: 

1. Se.bagai se.orang muslim, dalam be.rgiatan be.rmuamalah harusnya se.suai 

de.ngan norma dan aturan yang te.lah dite.tapkan dalam Islam. Untuk 

pe.milik kapal he.ndaknya me.mbayar upah para buruh se.suai de.ngan akad 

atau ke.se.pakatan diawal. 

2. Untuk pe.milik kapal disarankan untuk tidak me.mbayar upah para buruh 

de.ngan te.lat dan cicil, kare.na para buruh punya hak atas upahnya.dan 

pe.milik kapal disarankan untuk me.mpunyai langkah yang harus diambil 

untuk me.mpe.rjuangkan hak-hak para buruh. Dan untuk para buruh bisa 

membuat organisasi atau serikat pekerja untuk melakukan perundingan 

dengan para buruh. 
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LAMPIRAN 

Wawancara dengan pihak buruh/pemilik kapal 

Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis 

Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Menurut 

Perspektif Fiqih Muamalah 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Jenis kelamin : 

Hari/tanggal : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan buruh saat pertama kali mengetahui bahwa 

upah akan dicicil? 

2. Apakah pemilik kapal memberikan alasan yang jelas mengapa 

upah buruh dicicil atau terlambat dibayarkan? 

3. Sejauh mana pencicilan dan keterlambatan upah ini mempengaruhi 

kehidupan dan kebutuhan sehari-hari Anda? 

4. Apakah pemilik kapal memberikan kepastian kapan sisa upah 

buruh akan dibayarkan sepenuhnya? 

5. Apakah Anda merasa keputusan pemilik kapal untuk mencicil upah 

sudah sesuai dengan kesepakatan? 

6. Bagaimana komunikasi pemilik kapal kepada buruh terkait 

keterlambatan dan pencicilan upah ini? Apakah jelas dan terbuka? 

7. Apakah Anda sudah mencoba menyampaikan keluhan terkait 

pencicilan atau keterlambatan upah kepada pemilik kapal? Jika iya, 

bagaimana tanggapan mereka? 

8. Apakah ada buruh lain yang mengalami situasi serupa, dan apakah 

ada upaya kolektif untuk menuntut pembayaran penuh? 

9. Apa harapan Anda terhadap pemilik kapal dalam menangani 

masalah keterlambatan pembayaran upah ini? 

10. Jika keterlambatan pembayaran terus berlanjut, langkah apa 

yang akan Anda ambil untuk memperjuangkan hak-hak Anda 

sebagai buruh? 

 

 

 

 



Wawancara dengan pihak buruh/pemilik kapal 

Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan 

Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Menurut Perspektif Fiqih 

Muamalah 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Jenis kelamin : 

Hari/tanggal : 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Apa alasan utama pemilik kapal memutuskan untuk membayar 

upah buruh secara dicicil? 

2. Apakah ada kendala finansial tertentu yang menyebabkan 

keterlambatan pembayaran upah? 

3. Bagaimana pemilik kapal berkomunikasi dengan buruh terkait 

keputusan untuk mencicil upah atau menunda pembayaran? 

4. Apa  langkah yang sedang atau akan diambil pemilik kapal 

untuk memastikan keterlambatan ini tidak terjadi lagi? 

5. Bagaimana pemilik kapal berencana menyelesaikan pembayaran 

upah yang tertunda secara tepat waktu? 

6. Apakah pemilik kapal memberikan kompensasi atau insentif 

tambahan bagi buruh yang terdampak oleh keterlambatan 

pembayaran? 

7. Bagaimana pemilik kapal memastikan bahwa pencicilan ini tetap 

sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan? 

8. Sejauh mana keterlambatan upah ini mempengaruhi operasional 

pemilik kapal secara keseluruhan? 

9. Adakah jaminan dari pemilik kapal bahwa upah yang 

tertunda akan dibayar penuh dalam waktu yang sudah ditentukan? 

10. Apakah pemilik kapal telah menusun rencana keuangan untuk 

mengindari kejadian serupa di masa depan? 
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